
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

NOMOR 170/SK-11/DPRD/9/2021  

TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2020 BERDASARKAN 

HASIL EVALUASI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

ABSTRAK: - Dengan adanya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020 yang 

akuntabel berdasarkan penerapan otonomi daerah secara nyata dan 

bertanggungjawab, maka perlu adanya persetujuan Pimpinan DPRD 

Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi 

Peraturan Daerah; Sebagaimana dimaksud dengan Keputusan Gubernur 

Kalimantan Timur Nomor 188.34/4898/2141-III/BPKAD tentang Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan 

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai 

Kartanegara Tahun Anggaran 2020 maka perlu diatur melalui keputusan ini. 

 

- Keputusan ini didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang; 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Republik indonesia Nomor 15 

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemrintah Pusat dan Daerah; 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyak Daerah; Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 

tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Mnejadi Kabupaten Kutai 

Kartanegara; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomro 24 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Daerah 

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kabupaten Kutai Kartangera Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata 

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

- Menetapkan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai 

Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 

Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 

Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Timur. 

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021. 

- 4 Hlm. 

 


